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ABSTRAK 

 

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa 

(extraordinary crime) yang bersifat sistemik dan meluas, sehingga menimbulkan kerugian 

besar bagi keuangan negara, perekonomian nasional, serta melanggar hak-hak sosial dan 

ekonomi masyarakat. Dalam konteks tersebut, sistem pembuktian konvensional 

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sering 

kali menghadapi kendala serius, terutama dalam membuktikan asal-usul harta kekayaan 

pelaku korupsi yang disamarkan melalui mekanisme administratif dan transaksi keuangan 

yang kompleks. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperkenalkan konsep pembalikan beban pembuktian 

sebagai instrumen hukum khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan konsep pembalikan beban 

pembuktian dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif Indonesia serta 

mengkaji penerapannya dalam praktik peradilan guna mewujudkan kepastian hukum. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan pengadilan, yang dilengkapi 

dengan kajian empiris terhadap beberapa perkara korupsi, khususnya kasus gratifikasi. 

Kerangka teori yang digunakan meliputi Teori Kepastian Hukum sebagai grand theory, 

Teori Sistem Peradilan Pidana sebagai middle range theory, dan Teori Hukum 

Pembuktian sebagai applied theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembalikan 

beban pembuktian merupakan penyimpangan yang dibenarkan dari asas umum praduga 

tidak bersalah, sepanjang diterapkan secara terbatas, proporsional, dan tetap 

menempatkan kewajiban pembuktian unsur tindak pidana pada penuntut umum. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pembalikan beban pembuktian dalam 

tindak pidana korupsi secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun 

dalam praktik masih menimbulkan perbedaan penafsiran dan inkonsistensi putusan hakim 

yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan perumusan 

konsep ideal pembalikan beban pembuktian di masa depan melalui penguatan pengaturan 

normatif, penyusunan pedoman yudisial, serta harmonisasi dengan prinsip due process of 

law dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, sistem pembalikan beban 

pembuktian dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pemberantasan korupsi 

sekaligus menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem peradilan 

pidana di Indonesia. 

Kata Kunci : Pembalikan Beban Pembuktian, Korupsi, Kepastian Hukum   
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ABSTRACT 

 

Corruption offences in Indonesia have evolved into an extraordinary crime that is 

systemic and pervasive, causing substantial losses to state finances and the national 

economy, as well as violating the social and economic rights of society. In this context, 

the conventional evidentiary system as regulated under the Indonesian Criminal 

Procedure Code (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) often 

encounters serious obstacles, particularly in proving the origin of assets acquired by 

corruption offenders, which are frequently concealed through administrative mechanisms 

and complex financial transactions. Therefore, Law Number 31 of 1999 in conjunction 

with Law Number 20 of 2001 introduces the concept of the reversal of the burden of 

proof as a special legal instrument in combating corruption. 

This study aims to analyse and formulate the concept of the reversal of the burden of 

proof in corruption offences based on Indonesian positive law and to examine its 

application in judicial practice in order to realise legal certainty. The research employs a 

normative juridical method with statutory, conceptual, and judicial decision analysis 

approaches, complemented by empirical observations of several corruption cases, 

particularly those involving gratification. The theoretical framework consists of the 

Theory of Legal Certainty as the grand theory, the Theory of the Criminal Justice System 

as the middle-range theory, and the Theory of Evidence Law as the applied theory. The 

findings demonstrate that the reversal of the burden of proof constitutes a justifiable 

deviation from the general principle of the presumption of innocence, provided that it is 

applied in a limited and proportional manner, while the obligation to prove the 

constituent elements of the criminal offence remains with the public prosecutor. 

This study concludes that, normatively, the application of the reversal of the burden of 

proof in corruption offences is grounded on a strong legal basis; however, in practice, it 

continues to give rise to divergent interpretations and inconsistencies in judicial 

decisions, thereby undermining legal certainty. Accordingly, it is necessary to formulate 

an ideal concept of the reversal of the burden of proof for the future through the 

strengthening of normative regulations, the development of judicial guidelines, and 

harmonisation with the principles of due process of law and the protection of human 

rights. In doing so, the system of the reversal of the burden of proof may function 

effectively as an instrument for combating corruption while simultaneously ensuring 

legal certainty and substantive justice within the Indonesian criminal justice system. 

Keywords: Reverse Burden of Proof, Corruption, Legal Certainty 
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LATAR BELAKANG 

Salah satu upaya untuk memberantas korupsi, pemerintah Indonesia telah 

memberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan kemudian diubah 

oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor). Di dalam undang-undang tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut terdapat pengaturan mengenai 

pembuktian terbalik, hal itu terdapat di dalam Pasal 37 Undang-Undang Tipikor 

yang isinya menyatakan (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan 

bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, (2) Dalam hal terdakwa dapat 

membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian 

tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa 

dakwaan tidak terbukti.1 

Namun seberapa efektif sistem pembuktian terbalik ini dapat diterapkan 

secara maksimal, karena faktanya seperti yang terjadi di Kejaksaan Negeri Ciamis 

dan Kejaksaan Negeri Banjar, bahwa penanganan kasus tindak pidana korupsi 

yang selama ini dilaksanakan belum pernah menggunakan pembuktian terbalik, 

hal ini dikarenakan ada beberapa kendala diantaranya belum adanya ketentuan 

khusus yang mengatur tentang pembuktian terbalik itu selain itu juga karena 

belum adanya instruksi khusus atau kebijakan dari internal kejaksaan mengenai 

penerapan pembuktian terbalik khusus untuk kasus korupsi. 

Walaupun sudah ada instruksi dalam pelaksanaan sistem beban 

pembuktian terbalik ini, yang mana hal tersebut merupakan upaya pemerintah 

pemberantasan korupsi, namun menurut data jumlah Tindak Pidana Korupsi dari 

rentan tahun 2004 hingga 2018 masih terus meningkat, diklasifikasikan 

berdasarkan jenis perkara, yaitu pengadaan barang/jasa berjumlah 188 kasus, 

perijinan berjumlah 23 kasus, penyuapan berjumlah 564 kasus, pungutan 

berjumlah 25 kasus, penyalahgunaan anggaran 46 kasus, TPPU 31 kasus dan 

 

 

 

1 Rachmat Suharno, Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal 

Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 20, 2021, hlm.53-54. 
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merintangi proses KPK 10 kasus, sehingga jika ditotalkan maka kasus korupsi 

yang ditangani oleh KPK dari tahun 2004-2018 sebanyak 887 kasus.2 

Selanjutnya, permasalahan ini juga pernah diteliti dengan fokus mengenai 

efektivitas beban pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi, 

yang menyimpulkan bahwa pemberlakuan Sistem Pembuktian Terbalik dalam 

delik gratifikasi sangat memberi makna dalam penegakan hukum, karena sistem 

pembuktian biasa dirasakan tidak efektif dan sangat memberatkan aparatur 

penyidik, khususnya jaksa penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan 

terdakwa. Dalam sistem pembuktian terbalik ini, terdakwa wajib membuktikan 

hartanya tersebut bukan hasil korupsi, dan jika tidak dapat membuktikan maka 

akan memperkuat alat bukti yang ada bahwa ia melakukan korupsi. Apabila 

terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh bukan dari hasil 

korupsi, dan hakim berdasarkan bukti-bukti yang membenarkannya, maka 

terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan, dan jika terbukti bahwa ia 

korupsi maka dijatuhi pidana.3 

Dalam penerapan sistem pemnuktian tebalik, seperti yang sudah 

dijelaskan, bahwa berdasarkan Undng-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Pembeantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pembuktian terbalik yang 

diterapkan di Indonesia adalah pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang. 

Walaupun di satu sisi terdakwa dibebankan kewajiban pembuktian tapi di satu sisi 

juga penuntut umum tetap memliki kewajiban dalam melakukan pembuktian 

terhadap dakwaannya. Jadi di sini, baik pembuktian secara negatif yang diatur 

oleh kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun pembuktian terbalik 

yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 j.o Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tetap diterapkan. Hal ini merupakan titik sentral bagi 

seorang Hakim dalam memutus tindak pidana korupsi dalam sistem beban 

pembuktian   terbalik,   karena   sebagai   Hakim   harus   benar-benar 

2 Komisi Pemberantasan Korupsi. Diakses dari https://acch.kpk.go.id, diakses Bulan Desember 

2021. 
3 Stepanus Adiputra Dulang, Sistem Pembuktian Terbalik (Reversal Burden Of Proof) Delik 

Gratifikasi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Lex Crime, Volume 8 Nomor 6, 

2019, hlm. 94. 

https://acch.kpk.go.id/
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mempertimbangkan dengan seadil-adilnya, karena dalam hal ini pembuktian 

bukan hanya dari satu sisi melainkan dari dua sisi, sisi terdakwa maupun sisi 

penuntut umum. Sehingga di sini pertimbangan seorang Hakim baik secara moral, 

intelektual benar-benar dipertanggungjawaban. 

Seperti yang terjadi di dalam dua putusan dengan perkara yang sama yaitu 

perkara korupsi gratifikasi, namun memiliki putusan yang berbeda, dalam studi 

atas perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi di Pengadilan Negeri Bandung 

pada perkara No.81/ Pid.Sus/Tpk/2011/PN Bandung dengan putusan terbukti 

secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan Studi atas 

perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi di Pengadilan Negeri Bandung pada 

perkara No.98/ Pid.Sus/Tpk/2013/PN.Bdg atas nama Terdakwa Gatot Sutejo 

putusan Majelis Hakim mengadili terdakwa tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan terdakwa dari 

semua dakwaan penuntut umum (vrijspraak). 

Berdasarkan latar belakang di atas dengan perbandingan kedua putusan 

tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus penerapan 

pembuktian terbalik pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak 

pidana korupsi, dengan judul “Penerapan Sistem Beban Pembuktian Terbalik 

Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 

spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah normatif kuantitatif yaitu 

menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan 

hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh 

melalui library reseacrh, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu penerapan sistem 

beban pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi. Selanjutnya 

dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan 

perundang-undangan dan teori yang relevan. 
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PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Mengenai Sistem Beban Pembuktian Terbalik 

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana 

Korupsi 

Berikut adalah pengaturan mengenai korupsi dan sistem pembuktian 

terbalik di Indoensia : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

a. Pasal 28 D Ayat (1) 

b. Pasal 24 ayat (1) 

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) XI/1998 

Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi 

Kolusi dan Nepotisme; 

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana; 

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- 

Undang Hukum Acara Pidana; 

5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 j.o Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; 

Dalam perkembangannya RUU yang telah disetujui tersebut 

menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimana suatu 

kekhususan yang menjadi salah satu aspek menarik dalam Undang- 

Undang ini adalah dianutnya sistem pemuktian terbalik, yang pada 

hakikatnya diatur secara terbatas dalam ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, 

Pasal 37A, Pasal 38A dan Pasal 38B. 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan 

Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi; 
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8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan 

dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

 
A. Konsep Ideal Pembalikan Beban Pembuktian dalam Pembentukan Sistem Hukum 

Pembuktian di Masa Depan. 

Kelemahan sistem hukum nasional dalam pemberantasan tindak pidana korupsi perlu 

ditunjukkan secara argumentatif agar penelitian tidak berhenti pada kritik normatif yang 

bersifat umum. Sistem hukum Indonesia secara formal telah memiliki berbagai perangkat 

peraturan perundang-undangan, namun secara substantif masih menghadapi persoalan 

struktural dan konseptual, khususnya dalam hukum acara pidana. Hal ini menimbulkan 

kesenjangan antara law in the books dan law in action yang berdampak pada rendahnya 

efektivitas penegakan hukum.1 

Kelemahan pertama terletak pada paradigma hukum acara pidana yang masih 

berorientasi kuat pada model klasik yang dirancang untuk kejahatan konvensional. KUHAP 

sebagai hukum acara pidana umum belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik korupsi 

sebagai extraordinary crime yang bersifat sistemik, kompleks, dan melibatkan kejahatan 

keuangan modern. Akibatnya, pembuktian tindak pidana korupsi sering kali terhambat oleh 

standar pembuktian yang tidak sebanding dengan kompleksitas modus operandi pelaku.2 

Kelemahan berikutnya adalah sifat fragmentaris pengaturan pembalikan beban 

pembuktian dalam hukum nasional. Ketentuan mengenai pembuktian terbalik hanya diatur 

secara terbatas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanpa 

integrasi sistemik dengan KUHAP. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena 

aparat penegak hukum dan hakim tidak memiliki pedoman konseptual yang utuh mengenai 

ruang lingkup, batasan, dan standar penerapannya.3 

Dari sisi kelembagaan, sistem hukum nasional juga lemah dalam membangun sinergi 

antar aparat penegak hukum. Penyidikan, penuntutan, dan peradilan sering kali berjalan 

dalam kerangka sektoral, sehingga pembuktian aset hasil korupsi tidak ditangani secara 

terpadu. Kelemahan koordinasi ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat asset 

 
1 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, RajaGrafindo 

Persada, 2016, hlm. 5 
2 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 67 
3 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, 

hlm. 305 
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recovery, meskipun putusan pemidanaan terhadap pelaku telah dijatuhkan.4 

Secara normatif, sistem hukum nasional juga menunjukkan kelemahan dalam 

merespons perkembangan hukum internasional. Ratifikasi UNCAC belum diikuti dengan 

pembentukan undang-undang perampasan aset yang komprehensif. Ketiadaan instrumen 

hukum khusus mengenai non-conviction based asset forfeiture menyebabkan pembalikan 

beban pembuktian tidak memiliki daya paksa yang optimal dalam praktik peradilan.5 

Kelemahan lain yang bersifat mendasar adalah inkonsistensi dalam penerapan asas 

praduga tidak bersalah. Dalam praktik, asas ini sering ditafsirkan secara formalistik dan 

defensif, sehingga menimbulkan resistensi terhadap inovasi pembuktian seperti pembalikan 

beban pembuktian. Padahal, asas praduga tidak bersalah tidak bersifat absolut dan dapat 

dibatasi secara proporsional demi kepentingan publik, sepanjang tidak meniadakan hak-hak 

dasar terdakwa.6 

Dari perspektif penemuan hukum, kelemahan sistem hukum nasional juga tercermin 

dalam peran hakim yang cenderung pasif. Hakim sering kali terjebak dalam positivisme 

sempit dan enggan melakukan penafsiran progresif terhadap norma pembuktian. Akibatnya, 

potensi pembalikan beban pembuktian sebagai instrumen keadilan substantif tidak 

dimanfaatkan secara optimal dalam putusan pengadilan.7 

Kelemahan sistem hukum nasional juga bersifat kultural. Budaya hukum yang masih 

permisif terhadap korupsi memengaruhi cara aparat penegak hukum dan masyarakat 

memandang pembuktian dan perampasan aset. Tanpa dukungan budaya hukum yang kuat, 

pembaruan normatif dan teoritis akan sulit diimplementasikan secara efektif.8 

a. Latar Kebaruan (Novelty Background) 

Model pembuktian terbalik yang selama ini dikenal dalam hukum positif Indonesia 

cenderung bersifat fragmentaris dan defensif. Pengaturannya belum terintegrasi secara 

sistemik dalam hukum acara pidana, sehingga menimbulkan keraguan aparat penegak hukum 

dalam penerapannya. Selain itu, model yang ada sering dipersepsikan bertentangan dengan 

asas praduga tidak bersalah, karena menempatkan terdakwa pada posisi defensif yang 

 
4 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Kencana, 2010, 

hlm. 82 
5 Stefan D. Cassella, Asset Forfeiture Law in the United States, New York, Juris Publishing, 2007, hlm. 59 
6 Andrew Ashworth, Human Rights, Serious Crime and Criminal Procedure, London, Sweet & Maxwell, 

2002, hlm. 87 
7 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta, Liberty, 2009, hlm. 44 
8 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York, Russell Sage 

Foundation, 1975, hlm. 193 
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berlebihan. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan konseptual yang memerlukan 

rekonstruksi model pembuktian terbalik yang lebih seimbang dan konstitusional.9 

Model pembuktian terbalik konstitusional-progresif yang ditawarkan sebagai novelty 

tidak dimaksudkan untuk meniadakan asas actor incumbit probatio, melainkan untuk 

menyesuaikannya secara proporsional dengan karakteristik kejahatan korupsi. Konstitusional 

progresif berarti model tersebut berpijak pada nilai-nilai konstitusi, khususnya perlindungan 

HAM, sekaligus responsif terhadap kebutuhan efektivitas pemberantasan korupsi. Dengan 

demikian, pembuktian terbalik diposisikan sebagai mekanisme korektif, bukan sebagai 

pengganti total sistem pembuktian klasik.10 

Elemen pertama dari novelty ini adalah penegasan bahwa pembuktian terbalik tidak 

boleh meniadakan asas praduga tidak bersalah. Dalam model konstitusional-progresif, beban 

pembuktian utama tetap berada pada penuntut umum untuk membuktikan unsur tindak 

pidana korupsi. Kewajiban terdakwa untuk menjelaskan asal-usul harta hanya muncul 

setelah penuntut umum dapat membuktikan adanya indikasi ketidakwajaran kekayaan. 

Dengan konstruksi ini, praduga tidak bersalah tetap menjadi prinsip utama hukum acara 

pidana.11 

Elemen kedua dari novelty adalah jaminan hak-hak terdakwa secara utuh dalam 

mekanisme pembuktian terbalik. Model konstitusional-progresif mensyaratkan adanya hak 

untuk diam, hak atas penasihat hukum, hak untuk mengajukan alat bukti tandingan, serta hak 

untuk memperoleh putusan yang didasarkan pada pembuktian yang sah dan rasional. 

Pembuktian terbalik tidak boleh dipahami sebagai kewajiban mutlak terdakwa untuk 

membuktikan ketidakbersalahannya, melainkan sebagai hak untuk memberikan klarifikasi 

yang dinilai secara objektif oleh hakim.12 

Elemen ketiga dari novelty ini adalah orientasi pada efektivitas perampasan aset hasil 

korupsi. Model pembuktian klasik sering gagal menjangkau aset yang disamarkan melalui 

skema keuangan kompleks. Dengan pembuktian terbalik yang bersifat konstitusional-

progresif, negara memperoleh instrumen hukum untuk menuntut pertanggungjawaban atas 

asal-usul kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah. Efektivitas ini penting 

karena tujuan utama pemberantasan korupsi tidak hanya pemidanaan pelaku, tetapi juga 

 
9 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, 

hlm. 339–343 
10 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 45–48 
11 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 104–107 
12 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 

2002, hlm. 61–65 
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pemulihan kerugian negara.13 

b. Kebaruan Ilmiah (Novelty) 

Penelitian ini menawarkan model konseptual dan normatif untuk: 

1. Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (konsep Non-Conviction Based Asset (NCB) 

Asset Forfeiture). 

Konsep non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa 

pemidanaan merupakan mekanisme hukum di mana negara dapat menuntut dan 

merampas aset yang diduga merupakan hasil atau instrumen tindak pidana tanpa harus 

menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap individu pelaku. 

Beberapa literatur menyebutkan bahwa pendekatan ini berpindah fokus dari penuntutan 

terhadap orang (in personam) menjadi penuntutan terhadap aset itu sendiri (in rem), 

sehingga objek sengketa adalah harta yang “tercemar” bukan orangnya. 

Kaitan dengan Burden of Proof dan Pembalikan Beban Pembuktian Salah satu 

ciri pokok dari NCB asset forfeiture adalah penerapan pembalikan beban pembuktian 

(reverse burden of proof) yang mensyaratkan bahwa ketika negara menunjukkan bukti 

awal bahwa aset tertentu terkait dengan tindak pidana, pemilik aset tersebut 

berkewajiban untuk membuktikan bahwa asetnya diperoleh secara sah. Ini berbeda 

dengan asas umum pembuktian pidana di mana pihak penuntut (negara) harus 

membuktikan semua elemen tindak pidana. 

 
A. Kesimpulan 

Dari uraian pembahasan di atas, maka penulis akan menarik suatu kesimpulan. 

Adapun kesimpulan yang dapat diberikan dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara normatif merupakan 

instrumen hukum khusus yang sah dan konstitusional dalam sistem hukum pidana 

Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penerapan mekanisme ini merupakan respons 

terhadap karakteristik korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang 

sulit dibuktikan dengan sistem pembuktian konvensional menurut KUHAP. Meskipun 

 
13 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 

162–166 
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mengandung pengecualian terhadap asas umum praduga tidak bersalah, pembalikan 

beban pembuktian tidak menghapus kewajiban penuntut umum untuk membuktikan 

unsur-unsur tindak pidana, melainkan hanya membebankan kepada terdakwa kewajiban 

menjelaskan asal-usul harta kekayaan atau gratifikasi yang diduga berasal dari tindak 

pidana korupsi. Dengan demikian, secara teoritis dan yuridis, pembalikan beban 

pembuktian dapat dibenarkan sepanjang diterapkan secara terbatas, proporsional, dan 

berada dalam koridor due process of law serta perlindungan hak asasi manusia. 

2. Dalam praktik peradilan, penerapan pembalikan beban pembuktian belum sepenuhnya 

mewujudkan kepastian hukum karena masih adanya perbedaan penafsiran dan 

inkonsistensi putusan hakim, khususnya dalam perkara gratifikasi dan pembuktian asal-

usul harta kekayaan. Kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan realitas 

penerapan (das sein) menunjukkan bahwa belum terdapat standar yang seragam dalam 

menilai keberhasilan atau kegagalan pembuktian terbalik oleh terdakwa. Kondisi ini 

berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas 

pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan konsep ideal pembalikan beban 

pembuktian di masa depan melalui penguatan pengaturan normatif, penyusunan pedoman 

yudisial yang jelas, serta integrasi yang lebih harmonis antara hukum acara pidana umum 

dan hukum pidana khusus, agar mekanisme ini dapat memberikan kepastian hukum, 

keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi 

di Indonesia. 

B. Saran 

Dari uraian di atas, maka penulis mencoba untuk mengajukan beberapa saran, antara 

lain: 

1. Pembentuk undang-undang perlu merumuskan dan mengintegrasikan secara tegas 

mekanisme Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset 

Forfeiture/NCB) ke dalam sistem hukum nasional sebagai instrumen pelengkap 

pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Pengaturan NCB perlu 

ditempatkan sebagai rezim hukum khusus yang berorientasi pada aset (in rem), bukan 

semata-mata pada pemidanaan pelaku (in personam), dengan menekankan kewajiban 

negara untuk terlebih dahulu membuktikan adanya hubungan rasional dan proporsional 

antara aset dan dugaan tindak pidana korupsi. Setelah hubungan tersebut terbukti secara 

prima facie, beban pembuktian terbatas dapat dialihkan kepada pemilik aset untuk 

menjelaskan asal-usul kekayaannya secara sah. Pembaharuan ini penting untuk menutup 

celah impunitas dalam perkara korupsi yang terhambat oleh kematian pelaku, pelarian, 

atau kegagalan pembuktian pidana, sekaligus tetap menjamin asas due process of law, hak 

atas kepemilikan, dan prinsip praduga tidak bersalah. 
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2. Mahkamah Agung dan aparat penegak hukum disarankan menyusun pedoman 

operasional dan standar pembuktian khusus dalam penerapan NCB Asset Forfeiture guna 

menjamin konsistensi, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Pedoman tersebut harus 

mencakup kriteria bukti permulaan yang cukup, standar pembuktian perdata yang 

diperberat (heightened civil standard), mekanisme pembelaan yang efektif bagi pihak 

ketiga beritikad baik, serta prosedur peradilan yang transparan dan akuntabel. Dengan 

adanya pedoman berbasis NCB, penerapan perampasan aset tidak lagi bergantung pada 

diskresi subjektif semata, tetapi berjalan dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu 

yang menyeimbangkan efektivitas pemulihan aset negara dengan perlindungan hak asasi 

manusia. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum dan 

mengoptimalkan fungsi perampasan aset sebagai instrumen strategis pemberantasan 

korupsi di Indonesia.. 
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